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perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara 

sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. 

Pada tahun 2024, suasana politik nasional dan tidak terlepas 

Kabupaten Malang sendiri, akan mengalami peristiwa besar yang 

secara langsung akan memberi warna terhadap muatan yang 

terkandung dalam RKPD 2024, yaitu Rangkaian Pemilihan Umum 

Serentak sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, 

Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Oleh karena itu proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara 

terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang 

penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya 

dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malang. 

Melalui RKPD 2024 ini diharapkan keterpaduan antara 

perencanaan dan penganggaran dapat diwujudkan. Dimana 

pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang 

direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan 

penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk 

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan 

pembangunan daerah. Pencapaian target-target pembangunan pada 

Tahun 2024 dilakukan melalui pendekatan Common Goals serta 

kewilayahan dengan mengevaluasi pencapaian target kinerja tahun 

sebelumnya serta penetapan anggaran untuk mencapai target 

pembangunan yang ditetapkan. 

RKPD 2024 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, 

teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi 

secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS). Berdasarkan 

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, RKPD disusun melalui tahapan persiapan 

penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, 
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pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan 

penetapan. 

Dalam menyusun RKPD 2024 digunakan empat pendekatan 

perencanaan pembangunan, terdiri dari: (1) Pendekatan politik, 

pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-

program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah;                    

(2) Pendekatan teknokratik, pendekatan teknokratik menggunakan 

metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana 

profesional atau lembaga/unit organisasi; (3) Pendekatan partisipatif, 

pendekatan partisipatif mengakomodir masukkan stakeholders 

melalui pelaksanaan Musrenbang. Musrenbang secara partisipatif 

dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum 

Perangkat Daerah dan selanjutnya diformulasikan melalui Forum 

Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum 

untuk penghimpunan usulan masyarakat dan pemerintahan paling 

dasar (Desa/Kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar atau 

prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, 

Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat 

di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di 

masing-masing Perangkat Daerah, sehingga menghasilkan 

kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang 

menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara 

rencana kerja Perangkat Daerah dan kebutuhan masyarakat;                  

(4) Pendekatan bottom up dan top down, pendekatan bottom up 

merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, 

kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, sedangkan pendekatan 

top down dapat diimplementasikan dalam bentuk dedicated program. 

Dokumen  RKPD  2024 ini  merupakan  dokumen  publik,  

sehingga pelibatan  semua  stakeholders  dalam  proses  penyusunan  

rencana  program  dan  kegiatan  menjadi pengarusutamaan  

(mainstreaming)  dalam  proses  penyusunan  dokumen  ini.  Dengan  

prinsip  tersebut, diharapkan  dokumen  RKPD  ini  harus  dapat  

diakses  oleh  semua  stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, 

pengawasan,  pengendalian  dan  evaluasi.  Penyusunan  RKPD  

merupakan  suatu  proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan 

yang melibatkan  berbagai  unsur  pemangku  kepentingan,  guna 

pemanfaatan  dan  pengalokasian sumber daya yang ada,  dalam  

rangka  meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah 

Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.  

Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Malang tahun 2024 

dapat dilihat dan dijelaskan pada gambar 1.1. 

 



4 
 

Gambar 1.1 

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan  
 

 
Sumber : Permendagri No. 86/2021 
 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD 

Tahun 2024 meliputi: 

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja  

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal; 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

14) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawsan Gresik-

Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan 

Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas 

Selatan; 

17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10); 

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 
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20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 

2021 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

23) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Pendidikan; 

24) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; 

25) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 

26) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 

27) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan 

Gender; 

28) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tetang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 

29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E); 

30) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruangg Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

Nomor 3 Seri D); 

31) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
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Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 94); 

32) Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Pengarustamaan Gender; 

33) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor XX Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2024; 

34) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 

Malang 2005–2025; 

35) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

36) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 

37) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

38) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2021-2026; 

39) Peraturan Bupati Malang Nomor 4 tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan; 

 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam 

sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada 

gambar 1.2. Dokumen RKPD disusun dengan memperhatikan 

hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik 

tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung 

perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan 
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jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan Nasional 

dijadikan dokumen acuan terutama yang berhubungan dengan isu-isu 

strategis Nasional jangka panjang dan menengah, serta prioritas 

pembangunan Nasional.  

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah 

Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing 

dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah 

dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan 

sasaran pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang 

kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap 5 (lima) tahun 

dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan 

pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk 

RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga 

dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. 

Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen 

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi 

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD, yang 

selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang. 

 

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Ruang lingkup 

perencanaan pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara 

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan Daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, 

RKPD, dan Renja PD. Perencanaan pembangunan daerah juga 

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan 

daerah.  

Hubungan antar dokumen terkait perencanaan pembangunan 

Kabupaten Malang harus memperhatikan sinkronisasi dan konsistensi 

dengan perencanaan pembangunan propinsi dan nasional. Keterkaitan 

antar dokumen perencanaan tersebut ditunjukkan digambarkan pada 

gambar 1.2 
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Gambar 1.2 

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional 

 
      Sumber : Undang-Undang  No. 25 Tahun 2004 &  Undang-undang  No. 17 Tahun  2003  

1.4. Maksud dan Tujuan 
 

RKPD Tahun 2024, dimaksudkan untuk: 

a. Menentukan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2024; dan 

b. Mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan 

kegiatan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2024. 

Adapun tujuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah 

untuk: 

a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah 

dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) 

Tahun 2024; 

b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)      

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 

Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD  

Tahun Anggaran 2024; 

c. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif,     

dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang 

berkelanjutan; dan 

d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 

Daerah. 
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1.5. Sistematika Dokumen RKPD 
 

Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

1.4. Maksud dan Tujuan 

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 

2.2.  Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai 

Dengan Tahun 2022 

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 

2.3.1.  Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan 

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

2.3.2.  Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah Daerah 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 

4.3. Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang         

Tahun 2024 

BAB  V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

BAB VII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi, 

dengan koordinat antara 112o17', 10,90” sampai 112o57', 00,00” 

Bujur Timur dan 7o44', 55,11” sampai 8o26', 35,45” Lintang 

Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 353.458 Ha 

atau 3.530,65 km2
.  Adapun batas wilayah Kabupaten Malang 

terdiri dari Kota Malang tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten 

Jombang dan Kota Batu di utara, Kabupaten Lumajang dan 

Kabupaten Probolinggo di timur, Samudra Hindia di selatan, 

serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di bagian barat. 

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Malang 
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Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 

Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan 14.696 

Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah 

Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Berikut 

rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per Kecamatan 

di Kabupaten Malang: 

Tabel 2.1 Jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan 

No. Kecamatan 
Desa/Kelurahan 

Dusun RW RT 
Desa Kelurahan 

1. Donomulyo 10 - 31 117 499 

2. Kalipare 9 - 38 60 459 

3. Pagak 8 - 22 77 328 

4. Bantur 10 - 32 96 492 

5. Gedangan 8 - 42 85 356 

6. Sumbermanjing Wetan 15 - 49 115 552 

7. Dampit 11 1 45 116 712 

8. Tirtoyudo 13 - 43 62 303 

9. Ampelgading 13 - 39 93 317 

10. Poncokusumuo 17 - 49 170 827 

11. Wajak 13 - 43 145 487 

12. Turen 15 2 39 169 715 

13. Bululawang 14 - 51 90 356 

14. Gondanglegi 14 - 33 59 383 

15. Pagelaran 10 - 24 57 296 

16. Kepanjen 14 4 39 77 474 

17. Sumberpucung 7 - 17 53 258 

18. Kromengan 7 - 20 51 234 

19. Ngajum 9 - 35 92 329 

20. Wonosari 8 - 33 80 306 

21. Wagir 12 - 66 92 394 

22. Pakisaji 12 - 40 89 396 

23. Tajinan 12 - 40 75 364 

24. Tumpang 15 - 46 103 650 

25. Pakis 15 - 60 156 871 

26. Jabung 15 - 49 82 484 

27. Lawang 10 2 60 152 640 

28. Singosari 14 3 62 158 906 

29. Karangploso 9 - 46 113 519 

30. Dau 10 - 36 80 352 

31. Pujon 10 - 40 85 355 

32. Ngantang 13 - 60 76 348 

33. Kasembon 6 - 40 67 193 

          Jumlah/Total 378 12 1.369 3.192 15.159 

Sumber Data: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2023 
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2. Letak dan Kondisi Geografis 

a) Kawasan 

Dalam pengembangannya Kabupaten Malang terdiri dari 

beberapa Kawasan diantaranya: 

(1) Kawasan Perkotaan 

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan 

yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang 

bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan 

penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Kawasan 

permukiman perkotaan di Kabupaten Malang merupakan 

bagian dari kawasan perkotaan dengan perkembangan dan 

kondisi yang sangat beragam. Adapun desa/kelurahan yang 

termasuk dalam kawasan perkotaan sebanyak 146 

desa/kelurahan. Rencana pengembangan kawasan ini 

adalah 16.111,32 Ha atau 4,41% dari luas wilayah 

kabupaten. 

Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten 

Malang, rencana penataan dan pengembangannya sebagai 

berikut: 

(a) Seiring dengan pengembangan Perkotaan Kepanjen 

sebagai ibukota Kabupaten Malang, maka permukiman 

di perkotaan Kepanjen ini akan meningkat pesat, 

sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman 

melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada 

permukiman padat, penyediaan perumahan baru, dan 

penyediaan Kasiba-Lisiba Berdiri Sendiri. Pada setiap 

kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang 

memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan 

nyaman untuk dihuni; 

(b) Permukiman sekitar Kota Malang yang termasuk bagian 

dari Kawasan Perkotaan Malang, pengembangannya 

adalah untuk permukiman dengan kepadatan rata-rata 

tinggi, dan sebagian kawasan dapat digunakan untuk 

rumah susun; 

(c) Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari 

ibukota kecamatan pengembangannya adalah untuk 
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perumahan dan fasilitas pelengkapnya sehingga menjadi 

permukiman yang nyaman dan layak huni; 

(d) Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan 

peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan 

melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, 

saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana 

lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, 

kakus) dan pelayanan air bersih; 

(e) Kawasan permukiman baru pengembangannya harus 

disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, 

seperti penyediaan jaringan drainase dan pematusan, 

pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem 

sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus 

menghindari pola enclove; serta 

(f) Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat 

bangunan lama/kuno, bangunan tersebut harus 

dilestarikan dan dipelihara; Selanjutnya bangunan dapat 

dialihfungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan 

kondisi bangunannya. 

(g) Pengembangan permukiman di sekitar TOL Gate 

Pandaan – Malang yang terdapat di Kecamatan Lawang, 

Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakis; 

(h) Pengembangan permukiman di sepanjang jalan alternatif 

Sukorejo – Kota Batu yang melintasi Kecamatan Lawang, 

Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso; 

(i) Pengembangan permukiman pendukung kawasan 

industri Jabung dan kawasan industri Sendangbiru; 

(j) Pengembangan permukiman di sekitar wilayah Lingkar 

Kota Malang; 

(k) Pengembangan permukiman di sekitar Bandara Abdul 

Rachman Saleh yang berfungsi sebagai pendukung 

bandara dan digunakan sebagai wisata; 

(l) Pembatasan permukiman di sekitar Jalan Lingkar 

Selatan Kabupaten Malang khususnya hutan. 
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Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara 

lain meliputi: 

(a) Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan 

perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat 

hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta 

didukung oleh sarana dan prasarana permukiman; 

(b) Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat 

pelayanan masing-masing; 

(c) Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, 

dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, 

halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai 

basis kegiatan usaha; 

(d) Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan 

dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan 

hortikultura, disertai pengolahan hasil. Permukiman 

perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis 

pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan 

dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. 

Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan 

pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil 

ikan; 

(e) Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan 

hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan 

prasarana permukiman yang memadai; 

(f) Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman 

selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat, 

juga diarahkan pada penyediaan Kasiba/Lisiba Berdiri 

Sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan 

pengembangan perumahan secara vertikal; 

(g) Membentuk kluster-kluster permukiman untuk 

menghindari penumpukan dan penyatuan antar 

kawasan permukiman, dan diantara kluster 

permukiman disediakan ruang terbuka hijau; 

(h) Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan 

melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;  
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(i) Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti 

penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan 

pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat 

perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, 

sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap 

memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian 

dengan rencana tata ruang. 

(j) Pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan 

yang dekat dengan pertanian lahan basah atau pertanian 

lahan kering diprioritaskan pada lahan kering, sawah 

tadah hujan dan sawah S3. 

(2) Kawasan Pesisir 

Kawasan pesisir terletak di sepanjang selatan 

Kabupaten Malang, yang memiliki potensi sangat besar, baik 

dari segi wisata maupun ekosistemnya. Arahan 

pengembangannya sebagai berikut: 

(a) Pelestarian dan penyelamatan ekosistem kawasan 

pesisir; 

(b) Kawasan Sendangbiru akan dikembangkan sebagai 

pelabuhan skala Nasional - Internasional serta kawasan 

industri, maka dibutuhkan perbaikan dan 

pengembangan jaringan jalan, begitu pula dengan jalan 

lain yang menuju wilayah pesisir lainnya; 

(c) Pulau Sempu memiliki fungsi sebagai kawasan lindung 

(cagar alam), yang harus tetap di upayakan untuk lestari 

dan di jaga agar ekosistem di dalamnya tidak punah, 

maka dibutuhkan perlindungan Pulau Sempu sebagai 

kawasan cagar alam sesuai dengan fungsi dan perannya; 

(d) Pemanfaatan untuk pariwisata dengan tetap 

mengedepankan kelestarian lingkungan; serta 

(e) Pengembangan permukiman dilakukan secara terbatas 

sesuai dengan skala pelayanan permukiman dan 

kegiatan dominan masing-masing. 

(f) Zona pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain meliputi 

zona konservasi atau lindung, zona pengembangan, dan 

zona pengembangan di darat. 
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(3) Kawasan Lindung 

Kawasan lindung di Kabupaten Malang dapat dibagi 

menjadi: kawasan yang memberi perlindungan kawasan 

bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan 

suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan 

bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan 

lindung lainnya.  

Sebagian besar kawasan yang berfungsi sebagai 

kawasan resapan air ini merupakan kawasan lindung, 

sehingga pelestarian kawasan lindung pada dasarnya juga 

meningkatkan kemampuan akan resapan air. Adapun 

pengelolaan kawasan ini adalah : 

(a) Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah 

mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi 

tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan 

terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air 

ke dalam tanah; 

(b) Perluasan kawasan lindung di wilayah Taman Nasional 

Bromo-Tengger-Semeru terutama pada area yang 

mengalami alih fungsi; 

(c) Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami 

kerusakan;  

(d) Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan 

rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui 

pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang 

menjadi tempat kehidupan berbagai satwa; 

(e) Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya 

mendaki gunung, out bond, camping) terutama di Taman 

Nasional Bromo-Tengger-Semeru sekaligus 

menanamkan gerakan cinta alam; serta 

(f) Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat 

embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan 

ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih 

tinggi. 
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(4) Kawasan Budidaya 

Adapun yang termasuk dalam kawasan budidaya 

adalah Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Kawasan 

Peruntukan Hutan Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertanian, 

Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan 

Industri, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan 

Peruntukan Militer, Kawasan Peruntukan Permukiman, 

Kawasan Pendidikan, Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), 

Kawasan Sektor Informal, Kawasan Andalan, serta Kawasan 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

3. Topografi 

Topografi Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari 

pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung api 

yang aktif maupun tidak aktif, dan sungai. Kawasan pesisir pantai 

terletak di Wilayah Selatan Kabupaten Malang yang berbatasan 

langsung dengan Samudera Indonesia, membentang mulai dari 

Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, 

Tirtoyudo, sampai Ampelgading. Wilayah dengan kontur datar 

terletak sebagian besardi Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, 

Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji, sebagian Kecamatan 

Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, 

Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, 

Ngajum, Gedangan. Wilayah dengan kontur bergelombang terletak 

di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Kawasan 

dengan kontur perbukitan yang terjal sebagian besar di Kecamatan 

Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, 

Ampelgading dan Tirtoyudo. 

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah 

dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran 

rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas 

permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah 

Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah 

perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada 

ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian 

timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3.600 

meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada 

ketinggian 500-3.300 meter dpl. 
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Tabel 2.2 Nama dan Ketinggian Pegunungan di Kabupaten Malang 

No. Nama Gunung/Pegunungan Tinggi (m) 

1. Kelud 1.731 

2. Kawi 2.651 

3. Panderman 2.040 

4. Anjasmoro 2.277 

5. Welirang 2.156 

6. Arjuno 3.339 

7. Bromo 2.329 

8. Batok 2.868 

9. Semeru 3.676 

10. Pengunungan Kendeng 650 
Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2023 
 

Wilayah Kabupaten Malang diidentifikasi terdapat 9 

(sembilan) gunung dan 1 (satu) pegunungan yang terdiri dari: 

Gunung Kelud, Gunung Kawi, Gunung Panderman, Gunung 

Anjasmoro, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Bromo, 

Gunung Batok, Gunung Semeru dan Pegunungan Kendeng. 

Keberadaan gunung dan pegunungan tersebut menjadikan 

Kabupaten Malang memiliki potensi kehutanan yang luas dan 

sumber-sumber mata air yang dimanfaatkan untuk kepentingan 

konsumsi, irigasi pertanian dan industri. Limpahan air dari sumber 

mata air mengalir melalui sungai-sungai besar maupun kecil. 

Tercatat, di Kabupaten Malang mengalir 5 (lima) sungai besar dan 

68 (enam puluh delapan) sungai kecil. Sungai besar antara lain 

Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Amprong, Sungai Konto, dan 

Sungai Metro. Diantara sungai-sungai besar tersebut, Sungai 

Brantas adalah sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. 

Bentang alam yang sebagian besar terdiri atas pegunungan 

dan perbukitan, menjadikan Kabupaten Malang berhawa sejuk 

sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadikannya tempat 

peristirahatan maupun tempat tinggal secara permanen. Hawa yang 

sejuk tersebut juga menjadikan Kabupaten Malang sebagai wilayah 

pengembangan pertanian dan perkebunan yang prospektif. 

Berdasarkan data pos pemantauan Klimatologi Karangploso,           

pada tahun 2022 suhu udara rata-rata relatif sedang berkisar 

antara 18,2º C hingga 26,5º C. Kelembaban udara rata-rata berkisar 

antara 58º C hingga 97º C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 

11 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada 

bulan Desember. 
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 Berdasarkan struktur fisik dan geografis Kabupaten Malang 

dapat  dikelompokan sebagai berikut: (1) Bagian utara, barat dan 

tengah merupakan daerah yang relatif subur; (2) Bagian Selatan 

merupakan pegunungan kapur yang memiliki potensi tambang 

cukup besar; (3) Bagian timur merupakan pegunungan dan 

perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan, tambang dan 

pariwisata. 

Kondisi topografi Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 (dua) 

aspek antara lain: 

a) Kemiringan Lereng 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang mempunyai 

kemiringan lereng 48,69% hampir di seluruh dataran rendah 

Kabupaten Malang, sedangkan untuk kemiringan lereng 28,85% 

berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan 

lereng >22,46% berada pada daerah pegunungan. 

Topografi merupakan kelerengan yang dinyatakan dalam 

prosentase kemiringan dan dilihat berdasarkan sudut 

kemiringan yang menjadi kriteria kawasan lindung. Adapun 

kriteria kawasan lindung berdasarkan ketentuan Direktorat 

Tata Guna Tanah Departemen Dalam Negeri adalah: 

(1) Kelerengan 0 – 8 % atau kelerengan tingkat I (datar), lahan 

dengan kemiringan ini dapat digunakan secara intensif 

dengan pengelolaan yang kecil. 

(2) Kelerengan 8 – 15 % atau kelerengan dengan tingkat II 

(landai), pada lahan tersebut dapat digunakan sebagai 

kegiatan permukiman dan pertanian tapi harus 

memperhatikan proses pengelolaan tanah dan kontruksi 

untuk menghindari terjadinya bahaya erosi. 

(3) Kelerengan 15 – 25 % atau kelerengan tingkat III  (agak 

curam), kemungkinan terjadinya erosi lebih besar 

dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya. 

(4) Kelerengan 25 – 45 % atau kelerengan tingkat IV (curam), 

jika pertumbuhan atau perkembangan tanaman keras 

dipermukaan tanah kurang, maka akan mudah terjadi 

erosi/tanah longsor. 

(5) Kelerengan 45 % atau kelerengan tingkat V (sangat curam), 

kelerengan tersebut sangat peka terhadap erosi, sehingga 
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kegiatan yang harus diprioritaskan adalah kawasan 

lindung/rawan bencana. 

Tabel 2.3 Nilai/bobot kelerengan 

Kelas Kelerengan Nilai/Bobot 

I 0 % - 8 %  (datar) 20 

II 8 % - 15 %  (landai) 40 

III 15 % - 25 %  (curam) 60 

IV 25 % - 45 %  (agak curam) 80 

V >  45 %   (sangat curam) 100 
Sumber: Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980 

 

b) Kemiringan Lahan 

Secara topografi wilayah daratan Kabupaten Malang 

dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian yaitu: 

(1) Ketinggian 0 – 100 meter diatas permukaan laut : 0% dari 

seluruh wilayah dengan topografi relatif datar dan 

bergelombang; 

(2) Ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan laut : 75,76% 

dari seluruh wilayah dengan topografi bergelombang dan 

bergunung; 

(3) Ketinggian 500 – 1.000 meter diatas permukaan laut : 

18,18% dari seluruh wilayah dengan kondisi berbukit; 

(4) Ketinggian lebih 1.000 meter diatas permukaan laut : 3,03% 

dari seluruh wilayah dengan topografi bergunung dan terjal. 

  
Tabel 2.4 Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Laut 

Tahun 2018-2022 

Kecamatan 2018 2019 2020 2021 2022 
010. Donomulyo 423 423 423 423 423 

020. Kalipare 303 303 303 303 303 

030. Pagak 521 521 521 521 521 

040. Bantur 317 317 317 317 317 

050. Gedangan 494 494 494 494 494 

060. Sumbermanjing 598 598 598 598 598 

070. Dampit 427 427 427 427 427 

080. Tirtoyudo 594 594 594 594 594 

090. Ampelgading 516 516 516 516 516 

100. Poncokusumo 685 685 685 685 685 

110. Wajak 513 513 513 513 513 

120. Turen 391 391 391 391 391 

130. Bululawang 406 406 406 406 406 

140. Gondanglegi 360 360 360 360 360 

150. Pagelaran 339 339 339 339 339 

160. Kepanjen 336 336 336 336 336 

170. Sumberpucung 304 304 304 304 304 

180. Kromengan 329 329 329 329 329 

190. Ngajum 372 372 372 372 372 

200. Wonosari 773 773 773 773 773 

210. Wagir 544 544 544 544 544 
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Kecamatan 2018 2019 2020 2021 2022 
220. Pakisaji 395 395 395 395 395 

230. Tajinan 497 497 497 497 497 

240. Tumpang 607 607 607 607 607 

250. Pakis 490 490 490 490 490 

260. Jabung 519 519 519 519 519 

270. Lawang 501 501 501 501 501 

280. Singosari 494 494 494 494 494 

290. Karangploso 630 630 630 630 630 

300. Dau 583 583 583 583 583 

310. Pujon 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 

320. Ngantang 651 651 651 651 651 

330. Kasembon 239 239 239 239 239 

Jumlah / Total 373 373 373 373 373 

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2023 

 

4. Geologi 

Ditinjau dari keadaan geologinya, sebagian besar wilayah 

Kabupaten Malang terbentuk dari hasil gunung api kwarter muda 

yang meliputi areal seluas 44,25 % atau 148.152,52 Ha dari seluruh 

luas Kabupaten Malang, sedangkan sebagian kecil                  

merupakan miosen facies baru gamping dengan luas 90.884,00 Ha 

atau 27,15 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. 

Jenis tanah di Kabupaten Malang terdiri dari jenis tanah 

alluvial, regosol, brown forest, andosol, latosol, mediteran dan 

litosol. Jenis tanah ini tidak seluruhnya tersebar di kecamatan-

kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. 

Tabel 2.5 Luas Daerah Berdasarkan Struktur Geologi                             
di Kabupaten Malang 

No. Struktur Geologi 
Luas 

Ha % 

1. Hasil gunung api kwarter muda 145.152,52 44,25 

2. Hasil gunung api kwater tua 41.741,61 12,47 

3. Miosen facies gamping 90.884,00 27,15 

4. Miosen facies sedimen 12.834,00 3,83 

5. Alivium 40.135,87 11,99 

6. Waduk 1.039,00 0,31 

Jumlah 334.787,00 100,00 

Sumber: RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 

 

Luas daerah yang termasuk jenis tanah latosol memiliki luas 

sebesar 86.260,36 Ha atau 25,77 % dari seluruh luas wilayah 

Kabupaten Malang. Mediteran mempunyai luas sebesar 55.811,30 

Ha atau 16,67 %, litosol seluas 69.133,25 Ha atau 20,65 % dan 

alluvial 28.003,25 Ha atau 8,36 % dari seluruh luas Kabupaten 



23  

 

Malang. Brown forest memiliki luas 6.142,25 Ha atau 1,83 % dari 

seluruh luas Kabupaten Malang.  

 

Tabel 2.6 Luas Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Tanah               
dan Sifat-sifatnya 

No Jenis Tanah 
Luas 

Sifat Tanah 
Ha % 

1 Andosol 43.783,42 13,08 Subur, mudah erosi 

2 Latosol 86.260,36 25,77 
Tanah subur, tanah erosi 
potensi untuk tanaman 

perkebunan 

3 Mediteran 55.881,30 16,67 
Mudah kena erosi, 

umumnya daerah hutan 

4 Litosol 69.133,25 20,65 
Mudah kena erosi 
umumnya daerah hutan 

5 Alluvial 28.003,25 8,36 
Potensi untuk pertanian 

umumnya daerah hutan 

6 Regosol 45.654,17 13,64 
Daerah subur dan 
potensi untuk pertanian 

tinggal 

7 Brown Forest 6.142,25 1,83 

Potensi pertanian rendah 

kurang dapat menyerap 
air 

Jumlah 334.787,00 100,00  

Sumber: RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 

 

Sedangkan jenis tanah regosol memiliki luas 45.654,17 Ha                           

atau 13,64% dari seluruh luas Kabupaten Malang dan andosol 

adalah 43.782,42 Ha atau 13,08 % dari luas seluruh wilayah 

Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil analisis satuan ekoregion 

yang didukung oleh data tematik sumberdaya alam lainnya, 

Kabupaten Malang didominasi oleh daya dukung dan daya tampung 

yang tinggi. Tingginya potensi Daya Dukung dan Daya Tampung 

Lingkungan Hidup (DDDTLH) berdasarkan jasa ekosistem untuk 

penyediaan bahan pangan di Kabupaten Malang, disebabkan oleh 

morfologi yang relatif datar (lereng 0-3%) hingga miring (lereng 8-

15%) dengan material penyusun didominasi oleh bahan-bahan 

aluvium dan endapan piroklastik gunung api muda, merupakan 

faktor-faktor utama pembentukan tanah yang subur dan berperan 

sebagai akuifer yang baik dalam menyimpan air tanah. Morfologi 

dataran rendah antar gunung api juga merupakan konsentrasi 

aliran permukaan dan tubuh reservoir (cadangan air permukaan) 

yang potensial sebagai sumber air irigasi lahan-lahan pertanian 

yang subur.  
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Selain itu, jenis tanah yang berkembang pada satuan-satuan 

ekoregion ini adalah tanah Andosol Umbrik dan Kambisol Eutrik 

pada Ekoregion Kaki dan Dataran Kaki Gunung api, dan tanah 

Gleisol Eutrik pada Ekoregion Dataran Fluvio-gunung api. Ketiga 

jenis tanah tersebut memiliki solum atau lapisan yang tebal hingga 

sangat tebal (>120 cm), tekstur sedang (geluh berlempung) hingga 

agak kasar (pasir berlempung), permeabilitas agak terhambat 

hingga sangat baik, sehingga menyebabkan kemudahan dalam 

pengolahan tanah untuk pertanian dan perkebunan. Kandungan 

bahan organik dan unsur-unsur hara tanah yang tinggi, 

menyebabkan tanah sangat subur, yang memberikan produktivitas 

tanaman yang tinggi. 

Lebih jelasnya tentang jenis tanah dan persebarannya, dapat 

dilihat pada Tabel 2.5 diatas dan Gambar 2.3 dibawah ini: 

 Gambar 2.2 Jenis Tanah dan Persebaran di Kabupaten Malang 

 
Sumber: RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 
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Kemampuan tanah di Kabupaten Malang merupakan unsur-

unsur yang sangat berpengaruh pada jenis-jenis penggunaan lahan 

yang ada diatasnya. Unsur-unsur fisik yang ada diatasnya meliputi: 

a) Erosi 

Di Kabupaten Malang, wilayah yang tidak ada erosi yang 

meliputi areal seluas 276.861,10 Ha atau 82,70 % dari luas 

Kabupaten Malang, sedangkan yang rentan/ada erosi seluas 

57.925,90 Ha atau 17,30 % dari luas Kabupaten Malang 

seluruhnya, daerah-daerah rentan erosi di Kabupaten Malang 

yang ada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan, 

Ampelgading dan Bantur. 

Tabel 2.7 Luas Daerah Berdasarkan Erosi di Kabupaten Malang 

No. Klasifikasi 
Luas 

Ha % 

1. Ada erosi 75.925,90 17,30 

2. Tidak ada erosi 276.861,10 82,70 

Jumlah 334.787,00 100,00 
Sumber: RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 

b) Kedalaman Efektif Tanah 

Wilayah Kabupaten Malang memiliki kedalaman efektif 

tanah > 90 cm mencakup areal seluas 278.925,56 Ha atau 

83,31% dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah 

dengan kedalaman ini baik untuk pertumbuhan perakaran 

tanaman. Sedangkan yang memiliki kedalaman 60-90 cm di 

Kabupaten Malang meliputi areal seluas 35.528,89 Ha atau 

10,61% dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah ini 

baik untuk tanaman semusim dan cukup baik untuk tanaman 

keras atau tahunan. Wilayah yang berada pada kedalaman 30-

60 cm di Kabupaten Malang adalah seluas 17.804,55 Ha atau 

5,32% dari seluruh luas Kabupaten Malang yang mana kondisi 

demikian ini cukup baik untuk tanaman keras/tahunan. Luas 

wilayah di Kabupaten Malang yang berada pada kedalaman 

efektif tanah kurang dari 30 cm adalah seluas 2.528,00 Ha atau 

0,76% dari seluruh luas Kabupaten Malang. Pada wilayah ini 

masih memungkinkan diusahakan tanaman semusim, tetapi 

pada kedalaman 0-10 cm tidak baik untuk pertumbuhan 

tanaman. 
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Tabel 2.8 Luas Daerah Berdasarkan Kedalaman Efektif Tanah  
di Kabupaten Malang 

No 
Klasifikasi 
Kedalaman  

Efektif Tanah 

Luas 

Ha % 

1. > 90 cm 278.925,56 83,31 

2. 60 - 90 cm 35.528,89 10,61 

3. 30 - 60 cm 17.804,55 5,32 

4. < 30 cm 2.528,00 0,76 

Jumlah 334.787,00 100,00 

Sumber: RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 

 

c) Tekstur Tanah 

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Malang bertekstur 

sedang 248.142,51 Ha atau 74,12% dari luas wilayah. Selain itu, 

wilayah dengan luas 82.944,49 Ha atau 24,79% adalah tanah 

dengan tekstur halus. Sedangkan Tanah dengan tekstur kasar 

mempunyai luas sebesar 3.650,00 Ha atau 1,09% dari luas wilayah 

Kabupaten Malang seluruhnya. 

Tabel 2.9 Luas Daerah Berdasarkan Klasifikasi Tekstur Tanah               
di Kabupaten Malang 

No Klasifikasi Tekstur Tanah 
Luas 

Ha % 

1. Halus 82.994,49 24,79 

2. Sedang 248.142,51 74,12 

3. Kasar 3.650,00 1,09 

Jumlah 334.787,00 100,00 

Sumber: RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 

5. Hidrologi 

Kabupaten Malang yang merupakan daerah dataran tinggi 

memiliki drainase yang baik yakni tidak pernah tergenang air, 

kecuali pada dataran-dataran yang kemampuan saluran 

drainasenya bermasalah. Drainase tanah menunjukkan lama dan 

seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air dan menunjukkan 

kecepatan resapan air dari permukaan tanah. Di wilayah ini 

terdapat genangan air berupa waduk Karangkates dan Selorejo yang 

menjadi muara drainase dari berbagai wilayah. 

Diihat berdasarkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber 

Air Bersih, di Kabupaten Malang didominasi oleh daya dukung dan 

daya tampung tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pada satuan 

Ekoregion Kaki Gunung api Kawi di Desa Balesari Kecamatan 

Ngajum, sumber air bersih berasal dari Mata air Ubalan, yang 

dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Karakteristik air 
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berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai Daya Hantar Listrik 

(DHL) sebesar 201 mhos/cm, air berasa tawar, segar, jernih, dan 

tidak berbau. Sementara di wilayah Desa Balesari yang lain, yaitu 

di Dusun Gendogo, air bersih bersumber dari Mata air Jodo yang 

dikelola secara swadaya pula oleh masyarakat. Kualitas mata air 

baik dengan nilai DHL sebesar 159 mhos/cm, air berasa tawar, 

segar, jernih, dan tidak berbau. 

Selain itu, mewakili satuan Ekoregion Lereng Gunung api 

Arjuna di Sumber Brantas Bumiaji Kota Batu, sumber air bersih 

berasal dari Mata air Gunung Biru dengan sistem pengelolaan 

swadaya oleh masyarakat. Kualitas airnya juga baik dengan nilai 

DHL 352 mhos/cm, air berasa tawar, segar, dingin, jernih, dan 

tidak berbau. Di sekitar satuan Ekoregion Bukit Intrusif dan 

Dataran Kaki Gunung api Semeru, yaitu di Dusun Pecel Pitik Desa 

Pamotan Kecamatan Dampit, air bersih dilayani oleh PDAM yang 

berasal dari Mata air Umbulrejo, dengan kualitas baik, yang 

ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 198 mhos/cm dan pH 7, air 

berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Di samping dari air 

PDAM, masyarakat juga memanfaatkan air tanah melalui sumur 

gali sebagai sumber air bersih pula untuk memenuhi kebutuhan air 

rumah tangga. Salah satu contoh di dekat Bukit Pecel Pitik terdapat 

sumur gali dengan kedalaman muka freatik 15 meter dari 

permukaan tanah, nilai DHL sebesar 536 mhos/cm, yang 

menunjukkan air tanah berkualitas baik untuk keperluan air 

rumah tangga. 

Pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio-vulkanik di sekitar 

Jalan Lingkar Barat Kecamatan Kepanjen, air minum bersumber 

dari PDAM dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL 

sebesar 350 mhos/cm. Air tanah dari sumur gali digunakan untuk 

keperluan MCK, dengan kedalaman muka freatik 22 meter, dasar 

sumur 26 meter, sehingga tebal air 4 meter, dan nilai DHL sebesar 

401 mhos/cm. Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak 

berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.  

Pada satuan Ekoregion Dataran Karst Berombak, di Desa 

Ngebul Kecamatan Kalipare, air bersih bersumber dari air tanah 

melalui sumur gali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, 

dengan kedalaman muka freatik mencapai 12 meter, dasar sumur 
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16 meter, sehingga tebal air 4 meter, kualitas air tanah baik dengan 

nilai DHL sebesar 650 mhos/cm, dan pH 6. Air tanah berasa tawar, 

segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan 

rumah tangga. Pada musim kemarau air sumur tidak kering. 

Pada satuan Ekoregion Lembah atau Basin antar Perbukitan 

Karst, contoh di Desa Mulyosari Kecamatan Donomulyo, air bersih 

dilayani oleh PDAM yang sumber airnya berasal dari Mata air Umbul 

Dandang. Mata air ini berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai 

DHL sebesar 628 mhos/cm dan pH 7. Di samping bersumber dari 

PDAM, air bersih di daerah ini juga berasal dari air tanah melalui 

sumur gali dengan kedalaman muka freatik antara 3 hingga 10 

meter, dan berkualitas baik dengan nilai DHL sebesar 411 

mhos/cm. Air PDAM dan air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan 

tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga. 

Pada satuan Ekoregion Wilayah Kepesisiran Karst, sebagai 

contoh di Pantai Ngliyep, sumber air bersih berasal dari Mata air 

Sumber Kemitiran yang berjarak ±3 km, dengan kualitas baik yang 

ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 591 mhos/cm, air berasa 

tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Sumber air bersih lainnya 

dari air tanah sumur gali dengan kedalaman muka freatik 2 meter, 

dasar sumur 3 meter, sehingga tebal air hanya 1 meter, nilai DHL 

sebesar 1.050 mhos/cm, dan air tanah berasa agak payau (potensi 

intrusi air laut), kurang segar, jernih, dan tidak berbau. Air dari 

sumber mata air digunakan untuk keperluan rumah tangga 

(memasakan dan minum), sedangkan air sumur gali hanya untuk 

MCK dan fasilitas wisata. 

Pada satuan Ekoregion Perbukitan Struktural Denudasional, 

sebagai contoh di Kecamatan Tirtoyudo, kebutuhan air bersih 

dilayani oleh PDAM dan swadaya masyarakat yang berasal dari Mata 

air Umbul Semeru di Desa Jogomulyan, dengan kualitas baik yang 

ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 179 mhos/cm, air berasa 

tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk 

keperluan rumah tangga. Pada satuan Ekoregion Pegunungan 

Struktural Denudasional, sebagai contoh di Desa Lebakharjo 

Kecamatan Tirtoyudo, air bersih diusahakan secara swadaya 

masyarakat yang mengambil dari suatu mata air dengan DHL 

sebesar 64,6 mhos/cm, air berasa tawar, segar, dingin, jernih, dan 
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tidak berbau, yang menunjukkan kualitas air baik dan sesuai untuk 

keperluan rumah tangga. 

Gambar 2.3 Kondisi Hidrologi di Kabupaten Malang 

 
Sumber: RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 

 

Di Kabupaten Malang dilalui oleh beberapa sungai besar dan 

anak sungai, anak-anak sungai yang ada sebagian dari Kali Konto 

dan Kali Brantas, sungai-sungai tersebut ada beberapa yang masuk 
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di waduk-waduk Karangkates dan Selorejo, ada juga yang masuk 

Samudra Indonesia dan Laut Jawa.  

Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Malang terdapat 

588 mata air dengan debit 1 sampai di atas 200 liter/detik, debit 

tertinggi terdapat di Wendit Kecamatan Pakis (1.100 liter/detik). 

Sedangkan kecamatan yang memiliki debit air lebih dari 200 

liter/detik adalah mata air yang berada di Tumpang, Pakis, 

Singosari, Gondanglegi, Sumberpucung, Ngajum, Wagir, 

Ampelgading dan Dampit. 

6. Klimatologi 

Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara 

18,25C sampai dengan 26,5C (suhu rata-rata dari empat stasiun 

pengamat cuaca antara 23C sampai 25C). Tekanan udara yang 

paling tinggi dari empat stasiun pengamat cuaca terjadi di Singosari 

1.012,70 dan yang lain masih dibawah angka tersebut. 

Kelembaban udara yang diteliti lewat keempat stasiun, 

Stasiun Lawang 2.423 adalah menunjukkan angka tertinggi 84% 

dan rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 

1,8 sampai dengan 4,7 Km/jam. Untuk curah hujan di Kabupaten 

Malang rata-rata pertahun-nya 1.596 mm dengan hari hujan 84,85 

per tahun, curah hujan turun antara bulan April-Oktober. Diantara 

kedua musim tersebut ada musim peralihan antara bulan April-Mei 

dan Oktober-November. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi 

klimatologi di Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar Kondisi 

Klimatologi di Kabupaten Malang di bawah ini. 
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 Gambar 2.4 Kondisi Klimatologi di Kabupaten Malang 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 
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7. Penggunaan Lahan 

Struktur penggunaan lahan di Kabupaten Malang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.10 Data Rincian Penggunaan Lahan 

No Penggunaan Lahan Luasan (Ha) 

  Kawasan Budidaya   

1 Hutan Produksi 50.907,24 

2 Hutan Rakyat   - 

3 Pertanian 168.315,84 

 Pertanian Lahan Basah 48.905,26 

Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura 119.410,58 

4 Perkebunan 14.597,08 

 Perkebunan Negara   

Perkebunan Rakyat   

5 Perikanan 75,44 

 Perikanan Tangkap  - 

Perikanan Budidaya (Tambak) 75,44 

6 Kawasan Peruntukan Pertambangan 40,5 

7 Industri  1.010,76 

 Kawasan Industri  - 

Kawasan Peruntukan Industri 1.010,76 

8 Pariwisata   

9 Permukiman 41.493,30 

 Permukiman Perkotaan   

Permukiman perdesaan   

10 Kawasan Peruntukan Lainnya 310,28 

 Bandara 310,28 

Hankam/Kawasan Militer -  

11 Wilayah Perairan Darat 2.556,08 

12 Lain-lain -  

Total  279.306,52 

  Kawasan Lindung   

1 Hutan Lindung 41.542,22 

2 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya (Kawasan Resapan Air) 

 - 

3 Kawasan Perlindungan Setempat  - 

4 Kawaan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya 23.724,41 

 a. Cagar Alam Pulau Sempu 999,49 

b. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 19.013,25 

c. Taman Hutan Raya R. Soerjo 3.711,67 

Total  65.266,63 

  Luas total penggunaan lahan 344.573,15 

Sumber: Neraca Penggunaan Lahan Kabupaten Malang Tahun 2015 (Badan Pertanahan 

Nasional) 

 

B. Wilayah Rawan Bencana 

Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis, dan geologis 

wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana alam berupa 

tsunami. Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang, 

yaitu: 

1) Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi: 

a) Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading; 
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b) Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa 

Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo; 

c) Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa 

Sidodadi Kecamatan Gedangan; 

d) Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa 

Sumberoto Kecamatan Donomulyo; 

e) Desa Sitiarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing 

Wetan; 

f) Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon; 

g) Desa Kemiri Kecamatan Jabung 

h) Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan 

i) Desa Srimulyo Kecamatan Dampit. 

2) Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi: 

a) Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang 

berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo; 

b) Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan 

Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo 

berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru; 

c) Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi 

bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas 

(S/S04, S02) dari Gunung Kelud; dan 

d) Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan 

Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas 

solfatara-fumarola hingga belerang (S04) dari Gunung Arjuno-

Gunung Welirang. 

3) Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan 

Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, 

Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading. 

4) Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan 

Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan 

Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan 

Kecamatan Bantur. 

5) Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah 

Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, 

Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan 

Kecamatan Poncokusumo. 

Di Kabupaten Malang terdapat rawan bencana yang meliputi 

banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, 

kebakaran lahan, kekeringan dan tsunami. untuk lebih jelasnya 

mengenai lokasi dan jenis rawan bencana yang terdapat di Kabupaten 

Malang sebagai berikut: 
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